BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 KESIMPULAN UNTUK KETERBATASAN PASAL 98 DAN 99 KUHAP

Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti
Kerugian memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak
pidana. Ketentuanyang adadi dalam pasal tersebut hanya memberikan ganti kerugian
sebatas ganti rugi materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Pasal
tersebut tidak memberikan ganti rugi materiil yang belum dikeluarkan, namun masih
akan dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Selain itu, pada saat korban melakukan
penggabungan ganti rugi ini, korban tindak pidana tidak bisa mengajukan
permohonan terkait ganti rugi immateriil yang dialami oleh korban. Ketentuan Pasal
98 dan 99 KUHAP ini memang membatasi ruang gerak korban tindak pidana dalam
mengajukan ganti rugi yang diderita oleh korban. Sehingga, dalam prakteknya, pasal
tersebut jarang sekali digunakan.

Salah satu faktor penyebab ketentuan Pasal 98 dan 99 KUHAP ini
dibatasi hanya memberikan ganti rugi materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban
tindak pidana, karena mempertimbangan pada proses pembuktian ganti rugi materil
lebih mudah dibandingkan dengan membuktikan kerugian immateriil. Hal tersebut
bertujuan untuk menghindari terhambatnya perkara pidana yang sedang berjalan di

pengadilan.

5.1.2 KESIMPULAN UNTUK SOLUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil dan immateriil
bisa mengajukan permohonan gugatan ganti kerugian melalui beberapa jalur. Pertama
korban tindak pidana dapat melalui jalur LPSK untuk mengajukan permohonan ganti
kerugian yang dialami oleh dirinya. Salah satu kekurangan pada saat korban
mengajukan ganti rugi ke LPSK yaitu LPSK hanya berada di pusat, sehingga apabila
korban yang mengalami kerugian berada di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat
kota, LPSK belum bisa mengajukan sampai ke daerah-daerah. Selain itu, petugas
yang bekerja di LPSK jumlahnya masih terbatas, sehingga kekurangan sumber daya

manusia pada saat melakukan perlindungan kepada korban.

88



Jalur kedua, korban tindak pidana bisa mengajukan gugatan ganti rugi melalui
jalur Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu tentang Perbuatan
Melawan Hukum. Pada saat korban melakukan permohonan gugatan ganti kerugian
melalui jalur ini, koran harus melakukan gugatan sendiri tanpa bantuan dari jaksa,
biaya yang dikeluarkan oleh korban lebih besar, dan waktu yang dibutuhkan cukup
lama untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku.

Terakhir yaitu solusi yang diberikan oleh penulis adalah melakukan perubahan
terhadap ketentuan pasal 98 dan 99 KUHAP. Rumusan pasal yang ada di dalam
ketentuan tersebut berubah dan ditambah bukan hanya kerugian materiil yang sudah
dikeluarkan oleh korban saja, melainkan ganti rugi materiil dan immateriil yang bisa

dimohonkan oleh korban tindak pidana.

5.2 SARAN
5.2.1 SARAN UNTUK KESIMPULAN PERTAMA

Keterbatasan yang ada di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP harus menjadi
perhatian bagi pembentuk undang-undang. Salah satu alasan pembentuk undang-
undang membatasi ketentuan pasal tersebut karena tidak ingin menghambat perkara
pidana, pembuktian kerugian lebih mudah dibandingkan kerugian immateril serta
sifat dari hukum pidana yang selalu berpikir empirik dalam artian hanya melihat apa
yang telah terjadi. Sehingga bunyi Pasal 99 membatasi hanya sampai kerugian
materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Faktor-faktor yang
membuat pembentuk undang-undang pada saat itu memang dapat diterima dan
mendasar, namun pembentuk undang-undang juga harus melihat konsekuensi dari
pembatasan tersebut justru malah membuat Pasal 98 dan 99 jarang digunakan oleh di
dalam prakteknya. Seingga, eksistensi KUHAP sebagai pedoman hukum beracara di
pengadilan pidana tidak muncul dipermukaan. Oleh sebab itu, saran dari penulis
adalah pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan kembali terkait dengan
pembatasan ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, dan melakukan
perubahan terkait bunyi Pasal 98 dan 99 KUHAP vyaitu ganti rugi materiil dan

immateriil yang dapat dimohonkan oleh korban kepada hakim.
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5.2.2 SARAN UNTUK KESIMPULAN KEDUA

Saran dari penulis untuk solusi bagi korban yang ingin mengajukan gugatan
ganti kerugian akibat tindak pidana, bisa melalui jalur LPSK dan Perdata berdasarkan
1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Namun yang menjadi konsen
penulis adalah solusi yang diberikan bagi korban tindak pidana untuk kedepannya
yaitu melalui KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
Pembentuk Undang-Undang di dalam RUU KUHAP harus mencantumkan ganti rugi
materiil dan immateriil yang dapat dimohonkan oleh korban tindak pidana. Sehingga
korban yang mengalami kerugian materiil namun belum dikeluarkan oleh korban tapi
masih akan dikeluarkan serta bagi korban yang mengalami kerugian immateriil dapat

menggunakan ketentuan tentang penggabungan perkara ganti kerugian ini.
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